
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.13, 2008 DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN. IZIN 
USAHA. Industri. Ketentuan. Pencabutan. 

 

PERATURAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA 

 NOMOR: 41/M-IND/PER/6/2008 
TENTANG 

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI,  
IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 8 Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha 
Industri serta memberikan pedoman bagi Pemerintah 
Daerah dalam pemberian izin usaha di bidang industri 
sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan 
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah   Kabupaten/ 
Kota, perlu mengatur kembali ketentuan dan tata cara 
pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda 
Daftar Industri; 

  b.  bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri 
Perindustrian; 
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Mengingat : 1.  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1982  tentang  Wajib  
Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3214);  

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3274); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara  
Republik Indonesia  Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 3699); 

  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  

  
 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4724); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang 
Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan 
Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3330); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin 
Usaha Industri (Lembaran Negara  Republik Indonesia  
Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia  Nomor 3596); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 
3838); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pemberian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara  Republik Indonesia  
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia  Nomor 4737); 

  11.  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 
2001 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas;   

  12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M 
Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia 
Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 
77/P Tahun 2007;  

  13.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 
2005 tentang  Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik 
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 
Tahun 2006; 

  14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 
2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I 
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;  

  15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 
2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan 
Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di 
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Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 
Tahun 2007;  

  16. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 
6/M/SK/1/1994 tentang Ketentuan Pengaturan Bengkel 
Umum Kendaraan Bermotor; 

  17.  Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 
148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis Dan Komoditi 
Industri Yang Proses Produksinya Tidak Merusak Ataupun 
Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan 
Sumber Daya Alam Secara Berlebihan; 

  18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 
372/MPP/Kep/12/2001 tentang Ketentuan Pemberian Izin 
Usaha Industri Pabrikasi Pelumas dan Pengolahan Pelumas 
Bekas; 

  19. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 
Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya 
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan 
Lingkungan Hidup; 

  20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 
705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri 
Air Minum Dalam Kemasan dan Perdagangannya; 

  21. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 
651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot 
Air Minum dan Perdagangannya; 

  22. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER 
/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen 
Perindustrian; 

  23. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND 
/PER/5/2005 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam 
Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal Di 
Lingkungan Departemen Perindustrian; 

  24. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER 
/5/2006 tentang Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan 
Standar Nasional Indonesia Bidang Industri; 
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  25. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 
Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau 
Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;   

  26. Peraturan   Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 24 Tahun 2006 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG 
KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN 
USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA 
DAFTAR  INDUSTRI. 

BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :  

1.  Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan 
mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi 
menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk 
penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan 
perekayasaan industri. 

2.  Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang 
bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri. 

3.  Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan 
kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk 
perorangan, badan usaha, atau badan hukum yang 
berkedudukan di Indonesia. 

4.  Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang 
mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat 
akhir dalam proses produksi. 

5.  Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses 
produksi dan merupakan bagian dari jenis industri. 
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